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Untuk Lindungi Nasabah

Komisi VI Segera Kebut
Revisi UU Perkoperasian

Komisi ¥1 DPR mendorong percepatan pembahasan revisi
Undang-Undang (UU) Nomaor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Tupuannya, agar beleid berusia 34 tahun
tersebut dapat membenkan periindungan yang lebih baik
kepada masyarakat, khususnya nasabah koperasi.

ANGGOTA Komisi V1 DPR
Riral Bawarier mengatakan,
RUL Perkoperasian imerupakan
rv[wh\"i yang sangat dinantikan
pelaku koperasi di Indonesia.
Terutama, pengaluran Lembaga
Penjamin Simpanan ([LFS) Ko
perasi vang selama ini menjadi
salafy san Kebuioban utani sek
tor perkoperasian

"Kalau bisa tahun ini disele
saikan Kita sudah sering bertemu
membahas UL Perkoperasian
dan banyak asosiasi koperasi
IMENUnNgEEy regu
terkait [PS Kope

Dia mmenjelaskan, keberadaai
LPS Koperasi penting untuk
meningkatkan kepercayaan mas
yarakat terhadap koperasi. teru
tama dalam melindungi simpanan
anggola maupun nasabah Na
ik, lmplementisi skema pen
jaminan perlu dibarengi dengan
pengawasan yang kuat agar lidak
i mbulkan persodlan baru

la menyoron masih banvaknva
ks koperasi hermasalah vang,
berdampak pada masyarakal,
Bahkan, dalam sejumlah ka
sus, pilak yvang dirugikan justr
Imerupakan nasabal vang secira

hukom belum tenta memiliki
pusisi vang kuat karena tidak
lercalal sebagal anggota koperasi.

"Yang banyak menangis i
para masabiah. Mercka menyin
pan uang melalul koperasi, tetpl
kerika masuk mnah hukum sering
kali pusisinya tidak terlindungi
sebagalmiana anggoda koperast.”
kata politisi PKS ini

Kaurena itu, Rizal meminta
Kememerian Koperasi (Kemen
kop) memperbiesar alokasi ang
paran peogawasan dibandinghan
[rcEraim - prosaram kain vang bersi
fat administratil. Pengawasan
wang efekil akan menjadi instry
men penting unluk mencegah
terulangriva kasis koperasi gagal
bayar yang merugikan masya
rakal.

"Dengan jumlah koperasi
yang tesus bertambali, weemasuk
rencana pemhentukan Koperasi
Desa’Kelurahan Merah Putih
(KDMP). perlindungan dan pen
jaminan terhadap nasabah hams
menjadi perhatian serius,” tegas
politlsl asal Jawa Tengah in.

Selain itu. ia mengingatkan
keberhasilan pengembangan
koperast nasional ddak hanya
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J - /
Rizal Bawazier
diukur dari jumilah koperasi vang,
Derdiri, (etapi juga dari dagkat
Kepereayaan masyarahal ter
hadap tata kelola dan keamanan
dana yung mercka simpan

“Kami berharap ada jaminan
vang jelas bagl nasahah kop
erasi. Karena pada akhirnya,
hepercavaan masvarakat adalah
fondasi wtama bagi kemajuan
petakan koperasi di Indonesia,
landasnya.

Anggonta Komisi V1 DPR
Rivey Abdul Halim menam
babikan, pihaknva berkomitmen
untuk menjaga jan dirl koperasi
agar tidak betpeser menjadi en
titas kapitalis atau korporasi,
Pasalnya, koperasi merupakan
pengefjawantahan amanat Pas
al 33 Undang Undang Dasar
(UL 1945, yaitu perekona
tman disusun berdasarkan asas

kekeluarpaan seria penguasaarn
cabang produksi penting dan
sumber daya alam oleh negara
akniuran rakvat

UL Perkoperasian
harus menjadi momentum mem
perkuat ckonomi kerakvatan,
bukan jusiru menggesernva
menjardi entitas yang semata
matid berorientasi pada keun
mngan komersial, ™ tegas Gus
Riveyy, sapaan akrabriva, Kamis
(11/6/2026)

Sementara in, anggota Foram
Koperasi Indonesia (Forko

pi} Kamaruddin Batubara me

nigatakian, salahsat poin krusial
adilah hak bagi koperasi untuk
merni ik tanad dengan stalus hak
milik atas nama hadan hukum
koperasi. Tujuanmya untuk meng

Iuirsckar] sengheta akibat aset yang
selama ini banvak diatasnamakan
pribadi proguns.

"Kami juga memdesak pengha
pusan frasa yang menvejajarkan
I:-J|Jl'l ani simpan pinjam dengan
sekior keuangan komerstal atau
perhan a Kamaruddin
dalam ket annya. Kamis
{1142026)

Menurut Bamaruddin, kop
erasi simpan pinjam memang
menghimpun dang. tetapl ko
perasi hukan hank Koperasi
dibyangun atas asas kekeluargaan
dan gotong rovong. Karend
itn, menyvamakannya dengan
lembaga keuangan komersisl
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berpotenst mematikan harak
teristik konstitusional perakan
ehonomi rakyat.

Selain llu, Kamaruddin juga
memperjuangkan tiga poin
strategis agar masuk dalam re
visi UL Perhoperasian. Pertansa,
keadilan pajak mengingat tran
saksi koperasi dan anggotanya
merupakan skiivitas intecnal
organisasi. Kedua, mendorong
penyelesaian senghketa internal
koperast melalul 1 miediasi
dan musyawarah. bukan lang
sung dipidanakan

“Ketiga, meanasuklan sistem
tanggung renieng ke dalam
undang undang karena terbukei
efekll menjaga disiplin pein
havaran angpota,” jelas Kama
rucldin.

Sebelumnya, Memerd Kop
erasi (Menkap) Ferry Juliamono
memastikan, revisi UL Perkop
eraslan akan diselesaikan pada
tabwm ind sesuai target Saat ini
aturan tersehul tengah dikebul
agar dapat sepera disabkan
sehapai dasar hukum I-:n]'.pr:u:i
vang lebib relevan, mutakhir
dan mampu memperkual peran
koperasi dalam pembangunan
ckonomi kerakyatan di Indo
nesla

"ULl Perknperasian vang
seharang Kita gunakan i UL
tahin 1992, sudab tidak celevan
dan terlalu kunn,” ugar Ferry di
Jukarta, belum Loma ini. mF
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